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AL Gy

fINDONESIA memhutuhkan
formula regula31 yang mampu
. memantkdanmenyelamatkan-
nya da resesi ekonomi. Maka

dariitu, RUU Cipta Ker]admﬂal

- menjadimodal besar Indonesia
- dalam menarik investasi dan
- membuka lapangan Kerja sete-
Iah panderni covid-9.

“Tentu salah saty modal he-

JMKN
aKer

cov1d719

| i mgm sete‘.lah'pandéml“ '
cowid-19,nasth UMKM dapatse-
makin jelas dan pasti sehingga

aktivitas usahanya dapat ber-
lankencanguntukmendulamg

. pencepatan pemulihan pereko-
- nomian kita” kata Sarman.
sarkita ialah RUU Cipta Ker]a Pt
kata Wakil Ketua Umum DPP
Asosiasi Pedagang Pasar Selu-
ruh Indonesia (APPSD) Sarman.
 Simanjorang, ¢
. Sarman mengatakan, Klaster
UMKM dalam RUU Cipta Kerja,
falah salah satu yang sangat
strat egxs karena menyangkut ‘

 Klater terkait dengan pe-

nyederhanaan perizinan dan
persyaratan investasi, kemu- -

dahan herusaha, juga dinilai

Sarman strategis. Dia berharap
erhagai kendela nvestasibisa,
terjawah dengan RUU Cipta
Kerja sehingga arus investasi

yang masuk ke Tangh Air se-

makm deras dan mampu men-

ciptakan lapangan Kerja serta
‘mendorong pertumbuhan !

ekonomi. 0

“Kita menarih harapan be-
sat terhadap RUU Cipta Kerja
ini untuk dapat menjawab

 fantangan perekonontian glo-
* bal yang diperkirakan turthuh
minus di 2020 tni dan pereko-
nomian nasional yang diper-
,klrakanturun rastis,”

Meski RUU Cipta Ker]a di-
anggap solusi tepat untuk

‘men‘d,orong pertumbungan
‘ekonomi, banyak pihak yang
-masih keheratan. Mereka pun

melakukan unjuk rasa di DPR.

Mereka menuntut agar DR

Be I‘ gantun g ik nelan gt

nasib 60 ]uta pelaku UMKM
yang saat inj terpuruk ahhat

RUU Cipta Kerja.
Wakdl Ketua DPR SufmiDasto

- Ahmad mengat akan hahwa
| _‘para pengun]uk rasa telah
. termakan isu tidak henar dan

tetap enggan membubarkan
diri Denganbegltu iameminta
sefuruh anggota DPR yang

hadir dalam rapat paripurna -
untuk dapat Tempercepat
! agenda dan mempersmgkat

durasi Tapat.

Wakil etua Badan Legislasi
DPRdW1Hy Aditya menambah-

Kan bahwa hal itu sebagal
proses politik biasa dan harus

di hormati. Menurutnya, da-
lam setiap pembuatan kebi-

jakan tentu tidak hisa menye-
nangankan semua pihak, - -
Namun,*pembuat Kebijakan
tetap harus memperhatikan

Semua suara yang berkem
bang, (Uta/P 1)
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